
 

 

 

 

BUPATI DEMAK 

PROVINSI JAWA TENGAH 

                    

PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR  9  TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 7  

TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR 

SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK 

 

BUPATI DEMAK, 

Menimbang : a. bahwa  dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai 

Negeri Sipil serta guna kelancaran pelaksanaan tugas 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat 

di Kabupaten Demak telah ditetapkan Peraturan Bupati 

Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak; 
 

 b. bahwa pengaturan bagi pejabat yang ditunjuk sebagai 

Pelaksana Harian (Plh) dan Penjabat di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Demak perlu diatur keberadaannya 

dan diakomodir pemberian TPP tambahannya sehingga 

Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020, perlu 

diubah untuk ketiga kalinya; 
 

 c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati 

Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Demak; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
 

 

 

SALINAN 



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 
 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia            

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 
 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 6573); 
 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976            

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3079); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72          

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402): 

 

 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6477); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahuan 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 
 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan 

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Evaluasi Jabatan; 
 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 

tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 
 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak 

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 

Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak            

Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Demak Nomor 2); 

 

 



19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021         

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak 

Nomor 7); 
 

20. Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 

Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak 

(Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 2); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 7 TAHUN 2020 

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR 

SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

DEMAK. 
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 7 

Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak 

(Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7) yang 

telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Demak: 

a. Nomor 14 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Demak 

Tahun 2021 Nomor 14); 

b. Nomor 2 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak 

Tahun 2022 Nomor 2); 

diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Judul BAB VII diubah sebagai berikut: 

 

BAB VII 

TPP BAGI PEJABAT YANG MERANGKAP PELAKSANA 

TUGAS, PELAKSANA HARIAN ATAU PENJABAT 

 

 

2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 18 

(1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt), 

Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat mendapatkan 

TPP dengan ketentuan sebagai berikut: 



a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak 

langsung yang merangkap sebagai Plt., Plh. atau 

penjabat menerima TPP tambahan sebesar 20% 

(dua puluh perseratus) dari TPP pada Jabatan yang 

dirangkapnya; 

b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt., Plh. 

atau penjabat menerima TPP tambahan sebesar 

20% (dua puluh perseratus) dari TPP pada Jabatan 

yang dirangkapnya; dan 

c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang 

merangkap sebagai Plt., Plh. atau penjabat hanya 

menerima TPP pada Jabatan TPP PNS yang 

tertinggi. 

(2) PNS yang merangkap sebagai Plt., Plh. atau penjabat 

berdasarkan surat perintah/keputusan penunjukan 

yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas) maka 

TPP tambahan diperhitungkan pada bulan berikutnya. 

(3) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didasarkan pada besaran TPP berdasarkan 

Produktivitas kerja dan Disiplin kerja. 

(4) Plt., Plh. atau Penjabat diberikan TPP tambahan, yang 

menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) 

bulan kalender. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. 

 

        Ditetapkan di Demak 

        pada tanggal 4 April 2022 
 

        BUPATI DEMAK, 
        TTD 

        EISTI’ANAH 
 

Diundangkan di Demak 

pada tanggal  4 April 2022 
 

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, 
TTD 

AHMAD NUR WAHYUDI 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 9  

 

NO JABATAN PARAF 

1. Plh. SEKDA  

2. ASISTEN I  

3. ASISTEN III  

4. KABAG HUKUM  

5. KABAG ORGANISASI  


